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SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan

 kegiatan Usaha.

Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Peniuakilan Perusghaarn,
wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di ten_lpat kedudukan
Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen

~ persyaratan sebagaimana dalam Lampiran IT Peraturan ini.

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung ‘S_ejak diﬁerima ‘laporan dan
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] secara lcngka{) dan
benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor
Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap

_stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.

Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bc:'l'c.lku
sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau P_crw:_].kllan
Perusahaan uniuk meiakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan
Kantor Cdbang atau Perwakilan Perusahaan :

Setiap terjadi perubahan data. Perusahaan, Pemilik = atau “Pengurus atau

Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan
dengan menggunakan fomulir sebagaimana’ tercantum dalam Lampiran | dengan
melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan
dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP

menerbitkan SIUP.  perubahan - dengan menggunakan formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Il Peraturan ini.

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau

Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan van bersangkutan* wajib mcngajukan -
gan yang g

permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat
kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran II Peraturan ini, :

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian
SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP

menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Peraturan ini. ' :

Apabila diperlukan oleh Menteri atau Pejabat Penerbit SIUP, Pemilik SIUP wajib
menyampaikan laporan = mengenai  pelaksanaan kegiatan usahanya dengan

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini
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Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-
turut atau menutup,perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis
kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP
asli. :

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Pejabat Penerbit
SIUP mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan
Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pemilik atau , Pengurus atau Penanggungjawa_b Perusahaan Perdagangan yang
telah memiliki SIUP, yarg melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3
(tiga) kahi berturut-turut dengan tenggang waktu 2 ‘(dua) minggu terhitung sejak
tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP. :
Peringatan  tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini,

Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang
telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi
administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
Pemberhentian sementara SIUP. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian
Sementara SIUP. : ; _
Keputusan  Pemberhentian Sementara SILUP sebagaimana  dimaksud pada

ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
Peraturan ini. A ' i
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